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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  7 TAHUN 2007
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,
Menimbang 
:  a. 
bahwa ruang merupakan wadah kehidupan mahluk hidup yang selalu mengalami perubahan, karena aktivitas manusia, peristiwa alam maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa rencana tata ruang mengatur proyeksi pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sebagai pengarah bagi pelaksanaan pembangunan daerah;

c. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Pemerintah Daerah Kota Bima, dibutuhkan penataan ruang yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Bima Tahun 2003-2013.

Mengingat 
:  1. 
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

8. Undang - Undang Nomor  4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

10. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

12. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapn peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                 Nomor 86);

13. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);

15.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4188);

16. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

17.
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

18. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 Nomor 4389);

19. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;

20. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

21. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

21.
Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 2916);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            Nomor 3293);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di Sebelah Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3343);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 3373);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            Nomor 3445);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor 3550);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  Nomor 3660);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998                Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

40.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

41. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990  tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

42. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990  tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;

43. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993  tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
44. Perturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
Dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2003-2013.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bima;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Bima Tahun 2003-2013;
7. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang adalah wujud dari struktur pemanfaatan ruang wilayah baik yang direncanakan maupun tidak, yang mewujudkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
9. Penataan Ruang adalah proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu dari berbagai kegiatan;
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanan struktur dan pola pemanfaatan ruang;
12. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur – unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis  dan saling berhubungan satu dengan lainnya;
13. Pola Pemanfaatan Ruang adalah Tata Guna Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah, Air, Udara dan sumberdaya alam lainnya;
14. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang, menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang;
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruangan adalah suatu proses usaha agar rencana pemanfaatan ruang oleh instansi sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta serta masyarakat umumnya sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan;
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang penetapannya berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial budaya dan ekonomi dengan mempertahankan keberadaannya;
18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
19. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
21. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
22. Wilayah Prioritas adalah wilayah yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan;
23. Wilayah Pesisir dan Laut adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan ke arah laut sampai dengan 12 mil laut dan kearah darat sampai pada daerah yang terpengaruh atau mempengaruhi lingkungan laut;
24. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK, adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
25. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 KM2.
26. Sempadan Pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukan bagi pengaman dan pelestarian pantai.

27. Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.

28. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;

29. Peran Serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang;

30. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

31. Rencana Struktur tata ruang adalah rencana yang menggambarkan susunan unsu-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan secara hirarkis dan berhubungan satu sama lain;

32. Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang baik direncanakan (sesuai dengan rencana tata Ruang) maupun yang tidak direncanakan yang akan menghasilkan wujud tata Ruang;

33. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaata ruang melalui mekanisme perijinan bagi wilayah kota. Sementara itu yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan yang dimaksud dengan penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Bagian kedua

Asas

Pasal 2
RTRW didasarkan atas asas manfaat, seimbang dan serasi, lestari dan berkelanjutan, keterpaduan, transparan, partisipatif, pertanggung-jawaban, persamaan dan perlindungan hukum.
Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3
Tujuan disusunnya RTRW Kota Bima Tahun 2003-2013 adalah : 
a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
c. tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas.
Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4
RTRW Kota Bima berfungsi sebagai Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kota Bima tahun 2003-2013.
Bagian Kelima

Kedudukan

Pasal 5

RTRW berkedudukan sebagai :
a. Penjabaran dari RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan langsung dengan kepentingan Daerah Kota Bima;

b. Pedoman kebijaksanaan pembangunan ditingkat Kota Bima, khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan Ruang Wilayah;
c. Acuan, pengikat dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang.
BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 6
Setiap orang berhak untuk :
a. Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang;

b. Mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

d. Memperoleh Penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7
Setiap orang berkewajiban :
a. Mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;

c. Memberikan akses yang seluas-luasnya keruang yang dinyatakan oleh peraturan peundang-undangan sebagai milik umum.
BAB III
MATERI, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Materi

Pasal 8

RTRW mencakup :
a. Skenario dan Strategi Perencanaan tata ruang wilayah Kota Bima;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 9
Wilayah perencanaan dalam RTRW adalah wilayah Daerah Kota Bima sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 10
1. Jangka Waktu RTRW adalah selama 10 (sepuluh) tahun;

2. RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali.
BAB IV

SKENARIO DAN STRATEGI PERENCANAAN 

TATA RUANG  WILAYAH 
Bagian Pertama

Skenario Pengembangan Wilayah
Pasal 11
(1) Skenario pengembangan Wilayah Kota Bima berdasarkan potensi dasar dan peluang investasi, yakni dengan skenario optimis I dan skenario Moderat II.

(2) Skenario pengembangan wilayah optimis I sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada wilayah kecamatan yang mempunyai tingkat kemajuan dan perkembangan yang lebih cepat yaitu Kecamatan Rasanae Barat.

(3) Skenario pengembangan wilayah Moderat II sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada wilayah kecamatan dengan tingkat kemajuan dan perkembangan yang masih belum begitu pesat yaitu Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota. 
Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Wilayah

Pasal  12
Srategi Pengembangan Wilayah Kota Bima dikembangkan menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Kota (BWK) yang meliputi :
a. BWK Pusat kegiatan sebagai daerah komersial (Perdagangan dan jasa) serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial);
b. BWK Utara dengan fungsi sebagai  pusat  kegiatan bongkar muat barang dan orang disekitar pelabuhan Bima, perikanan, perdagangan skala lokal hingga regional;
c. BWK Selatan dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan skala regional, kawasan permukiman dan jasa skala regional;
d. BWK Timur dengan fungsi sebagai kawasan pertanian, pertambangan, perikanan darat, permukiman dan perdagangan skala lokal serta transportasi skala lokal;

e. BWK Tenggara dengan fungsi sebagai kawasan pertanian, permukiman dan perdagangan skala lokal serta transportasi skala lokal.
Bagian ketiga

Arahan Pengembangan  Lindung dan Budi daya

Pasal 13
(1) Strategi pengembangan kawasan lindung  secara umum yaitu penetapan kawasan lindung dan pemanfaatannya untuk kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan fungsi kawasan lindung tersebut;

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1)  meliputi kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan lindung sungai dan kawasan lindung sumber air, serta pelindungan terhadap peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan.
Pasal 14
(1) Pengembangan Kawasan budidaya meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan hutan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan serta kawasan lainnya.

(2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1)  diarahkan pada wilayah yang relatif kosong terutama di Kelurahan Kolo, Jatiwangi, Jatibaru dan sebagian kelurahan Santi ;

(3) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa diarahkan untuk mengembangkan kawasan perdagangan yang ada di wilayah  yang perkembangannya terlambat seperti wilayah Timur dan Wilayah Utara;
(4) Pengembangan Kawasan Industri skala menengah diarahkan pada sekitar Kelurahan Santi; 
(5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian  diarahkan pada pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
(6) Strategi pengembangan Kawasan Perikanan diarahkan pada usaha peningkatan hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern;

(7) Pengembangan Kawasan wisata  diarahkan pada pengembangan paket-paket wisata yang dikaitkan dengan kondisi Kota Bima sendiri serta obyek wisata yang ada disekitar Kota Bima
BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 15
(1) Fungsi/ Peran Kota Bima diarahkan sebagai :
a. pusat pemerintahan;

b. pusat perdagangan skala regional;

c. pusat pelayanan umum skala regional;

d. pusat pendidikan skala regional;

e. pusat pengolahan bahan baku dan pengolahan industri;

f. pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya;

g. pusat pelayanan kesehatan skala regional;

h. pusat pelayanan wisata/akomodasi wisata.

(2) Berdasarkan fungsi dan peran Kota Bima yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka struktur kegiatan fungsional Kota Bima diarahkan pada :

a. Fungsi Primer, yang meliputi Pergudangan dan pelabuhan, Perdagangan dan jasa, Pendidikan.

b. Fungsi Sekunder yang meliputi Industri dan perdagangan, Perdagangan dan jasa, Perkantoran, Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Militer, Olah Raga, Transportasi serta Akomodasi Wisata.
Pasal 16
(1) Berdasarkan tingkat layanan, maka arahan kegiatan dibagi berdasarkan Bagian Wilayah Kota (BWK);
(2) Penetapan Bagian Wilayah Kota, dilakukan sebagai berikut :
a. 
BWK Pusat diarahkan pada Kelurahan Penaraga, Penatoi, Rabangodu dan Sebagian kelurahan Sadia;

b.
BWK Selatan diarahkan pada kelurahan Paruga, Monggonao, Sebagian kelurahan Santi, Sambinae, sebagian kelurahan Sadia, Sebagian kelurahan Rontu dan sebagian kelurahan Nitu ;
c.
BWK Utara diarahkan pada Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sarae, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatibaru,  Sebagian Kelurahan Santi, Sebagian Kelurahan Ntobo, Sebagian Kelurahan Penanae;

d.
BWK Tenggara diarahkan pada Kelurahan Rabangodu, Sebagian Kelurahan Nitu, Sebagian Kelurahan Rontu, Sebagian Kelurahan Lampe, Sebagian Kelurahan Kumbe; 
e.
BWK Timur diarahkan pada Kelurahan Rabadompu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Dodu, Kelurahan Kendo, Sebagian Kelurahan Ntobo, Sebagian Kelurahan Penanae, Sebagian Kelurahan Kumbe, Sebagian Kelurahan Lampe;
(3) Arah kegiatan pada tiap BWK sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. 
BWK Pusat kegiatan yang dominan adalah perkantoran skala kota dan skala regional, perguruan tinggi, perdagangan jasa serta permukiman;

b.
BWK Selatan kegiatan yang paling dominan adalah perdagangan dan jasa,terminal type A dan permukiman;
c.
BWK Utara, kegiatan yang paling dominan adalah kegiatan bongkar muat pelabuhan, perguruan tinggi, pasar lokal, industri kecil dengan skala pelayanan regional dan nasional, kawasan militer dan terminal type C ;

d.
BWK Timur, kegiatan yang dominan adalah perdagangan dan jasa skala lokal, permukiman, pasar skala lingkungan, terminal type C, perdagangan & jasa  serta kawasan pertanian;

e.
BWK Tenggara, kegiatan yang dominan adalah perdagangan dan jasa skala lokal, pasar skala lingkungan, permukiman dan kawasan pertanian.

Bagian kedua
Arahan Pemanfaatan Ruang

Pasal 17
Rencana pemanfaatan ruang Kota Bima terdiri dari Struktur pemanfaatan ruang, rencana pemanfaatan kawasan lindung dan rencana pemanfaatan kawasan Budidaya.
Pasal 18
(1) Struktur pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud  pasal 17  adalah mengenai rencana pengelolaan Pusat Kota dan Pusat BWK;

(2) Pengelolaan struktur ruang di pusat Kota akan terjadi peralihan fungsi dari kawasan permukiman berubah menjadi kawasan perkeonomian;

(3) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan keluar pusat kota.

Pasal 19
(1) Rencana pemanfaatan kawasan lindung adalah dengan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan;
(2) Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air dan atau kawasan-kawasan yang berfungsi untuk menyimpan air untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan  seperti Istana Raja dan Mesjid Sultan Salahuddin;
c. Sempadan Pantai meliputi sepanjang pantai Kota Bima
d. Sempadan Sungai meliputi Sungai Nungga, Sungai Lampe, Sungai Busu, Sungai Kendo, Sungai Dodu, Sungai Jatiwangi dan sungai-sungai lainnya diseluruh wilayah Kota.
e. Kawasan Ruang terbuka hijau ini adalah ruang terbuka hijau di Kota Bima, yang diadakan kemudian yang diatur rencananya dalam rencana umum tata ruang kawasan perkotaan.

f. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang mengalami degradasi lingkungan dan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan bencana bagi masyarakat sehingga memerlukan kegiatan rehabilitasi khusus bagi perbaikan lingkungannya, meliputi kawasan hutan di kelurahan Jatibaru dan Jatiwangi. 

g. Kawasan Pantai berhutan Bakau meliputi kawasan pantai di sepanjang pantai kota Bima.

Pasal 20
(1) Kawasan Budidaya diklasifikasikan menjadi kawasan terbangun dan tidak terbangun.

(2) Kawasan terbangun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa rencana pengembangan kawasan permukiman, rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, rencana pengembangan kawasan pariwisata dan rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan serta rencana pengembangan fasilitas umum, sedangkan kawasan tidak terbangun adalah rencana pengelolaan kawasan pertanian berupa sawah, ladang, hutan rakyat dan hutan negara.

Pasal 21
(1) Pengembangan  kawasan permukiman disesuaikan dengan peruntukan fungsi kawasan, diarahkan di luar BWK Pusat, terutama di BWK Utara yang meliputi kelurahan Jatiwangi, Kolo, Jatibaru dan sebagian kelurahan Santi; 
(2) Kawasan permukiman yang memerlukan penanggulangan dan pengendalian terutama pada permukiman yang padat yang berada dipusat kota yaitu disekitar Kelurahan Tanjung, Kelurahan Melayu dan yang berada disekitar terminal Dara;
(3) Permukiman yang  berada disekitar bantaran sungai pengendaliannya bersifat pembatasan kegiatan terbangun dan secara bertahap dilakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai.
Pasal 22
(1) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa  diarahkan untuk kegiatan perdagangan campuran, Pusat perbelanjaan, Pasar desa/pasar lingkungan dan Perdagangan Kaki Lima (PKL).
(2) Kawasan perdagangan campuran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha  garment/konveksi, elektronik, dealer motor, biro perjalanan, jasa perbankan;
(3) Pusat pembelanjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pasar raya, plasa, pasar swalayan yang  diarahkan pada sekitar BWK Pusat;
(4) Pasar Desa/Pasar Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) lokasinya menyebar merata di Kota Bima, terutama pada kawasan permukiman yang dikembangkan maupun kawasan yang telah berkembang yang belum mempunyai pasar;

(5) Perdagangan Kaki Lima diarahkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi serta ditunjang dengan keberadaan lahan yang cukup untuk menampung keberadaan PKL.
Pasal 23
(1) Pengembangan Pariwisata diarahkan sebagai pusat pelayanan wisata dengan fungsi melayani wilayah sekitarnya ;
(2) Sedangkan pengembangan obyek wisata berdasarkan potensi yang ada diarahkan pada pengembangan obyek wisata budaya dan ilmu pengetahuan;

(3) Potensi-potensi kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata sebagaimana maksud ayat (2) meliputi :

a. Wisata Belanja, dengan akan ditetapkannya kawasan perdagangan dan jasa skala regional setingkat mall atau plaza sekitar Jln. Gatot Subroto;

b. Wisata Olah Raga, seperti akan dikembangkannya stadion Manggemaci dan pengembangan sirkuit  balap motor yang diarahkan disekitar Jatiwangi;

c. Wisata Alam, kaitannya dengan pemanfaatan obyek-obyek wisata pantai seperti pantai Lawata, Pantai Kolo dan Pulau Kambing serta beberapa kawasan pantai lainnya. 

Pasal 24
Rencana pengembangan kawasan pertanian, meliputi :

(1) Kawasan pertanian yang dipertahankan secara mutlak, sehingga akan tetap dipertahankan sebagai sumber lumbung pertanian bagi masyarakat kota. Pengembangan prioritas ini dimungkinkan pada jangka panjang, antara lain di Kelurahan Dodu, Nungga, Lampe dan Sawah yang berada disekitar Kumbe.

(2) Kawasan pertanian yang kurang subur atau pertanian tanah kering dan lahan-lahan kosong yang membentuk kantong-kantong permukiman dan atau jika tidak memungkinkan maka diperbolehkan memanfaatkan lahan pertanian, tetapi pada lahan pertanian yang memang keberadaannya di peruntukan untuk pengembangan kawasan terbangun, antara lain terdapat di kelurahan Kolo, Jatiwangi, jatibaru dan sebagian kelurahan Santi.

(3) Memanfaatkan lahan pertanian produktif yang ada di sekitar pusat kota atau kawasan pertanian yang berada pada area yang merupakan arah kecenderungan perkembangan kota, seperti disekitar kawasan Gatot Subroto.

Bagian ketiga

Arahan pengembangan infrasturktur dan utilitas

Pasal 25
(1) Untuk mengurangi beban pusat kota maka arahan pengembangan dan persebaran fasilitas perdagangan dan jasa meliputi Kawasan Pusat Kota, Kawasan jalan-jalan utama di luar Pusat Kota, Pusat BWK, Sub Pusat BWK;
(2) Perdagangan yang berada di Kawasan Pusat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan sebagai : Pusat Perbelanjaan, perdagangan gorsir dan perdagangan jenis eceran;
(3) Palayanan jasa  yang berada di Kawasan Pusat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada pelayanan jasa pendidikan, jasa komunikasi, jasa percetakan, jasa perbankan, jasa konsultasi, jasa kecantikan, jasa transportasi, jasa hiburan, jasa Reparasi, jasa kesehatan dan jasa lainnya (catering, penjahit dan lain-lain);
(4) Perdagangan yang berada di Kawasan jalan-jalan utama Pusat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan sebagai tempat perdagangan eceran makanan; perdagangan eceran keperluan rumah tangga; perdagangan eceran peralatan listrik/elektro; perdagangan eceran bahna bangunan; perdagangan eceran transportasi/permesinan; alat-alat komunikasi; keperluan perkantoran;
(5) Pelayanan jasa  yang berada di Kawasan jalan-jalan utama Pusat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1)  diarahkan pada jasa pendidikan, komunikasi, perbankan, konsultan, kecantikan, transportasi, hiburan, kesehatan (fitness centre dll), Reparasi/perbaikan, jasa lainnya (catering, laundry dan lain-lain);

(6) Perdagangan yang berada di Pusat BWK sebagaimana dimaksud ayat (1)  diarahkan sebagai : Pusat Perbelanjaan, perdagangan jenis eceran (sandang, peralatan kecantikan, keperluan rumah tangga, peralatan listrik, bahan bangunan, peralatan transportasi dan jenis keperluan pendidikan);

(7) Pelayanan jasa yang berada di Pusat BWK sebagaimana dimaksud ayat (1)  diarahkan pada kegiatan pendidikan, komunikasi, percetakan, kecantikan, hiburan, kesehatan, reparasi/perbaikan, dan lainnya;
(8) Perdagangan yang berada di Pusat Sub-BWK sebagaimana dimaksud ayat (1)  diarahkan sebagai: Pusat Perbelanjaan (mini market, ruko, dan pasar lingkungan);

(9) Pelayanan jasa yang berada di Pusat Sub- BWK sebagaimana dimaksud ayat (1)  diarahkan pada jasa pendidikan, komunikasi, percetakan, kecantikan, hiburan, kesehatan, reparasi/perbaikan, dan lainnya;

Pasal  26
(1) Rencana pengembangan fasilitas umum terdiri dari kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pelayanan kesehatan, kawasan militer dan kawasan peribadatan;
(2) Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan dengan konsep pengembangan kawasan perkantoran yang berada dalam satu bangunan (kantor bersama) besar yang menampung beberapa instansi dengan lokasi dijalan Soekarno Hatta;

(3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan arah pengembangan sebagai berikut : 
a. Kawasan perguruan tinggi pengembangannya diarahkan ke Kecamatan Rasanane Barat dan Kecamatan Asakota;

b. Kawasan pendidikan menengah dan pendidikan dasar pengembangannya diarahkan dengan lokasi lebar dan disesuaikan dengan permukiman penduduk.

(4) Pengembangan kawasan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus untuk RSUD lokasinnya tetap dipertahankan yaitu di jalan Soekarno Hatta;
(5) Sebagai upaya peningkatan fasilitas kesehatan, selain fasilitas RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas, maka didukung dengan pembangunan puskesmas plus yang diarahkan disekitar Kelurahan Paruga, Kolo, Nungga dan Dodu;
(6) Pengembangan kawasan militer sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dipertahankan di Kelurahan Jatiwangi;

(7) Pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud ayat (1) keberadaanya menyebar di seluruh wilayah dengan kecenderungan menyatu dengan permukiman penduduk;

Pasal  27
(1) Rencana sistem transportasi jalan raya terdiri atas rencana sistim jaringan jalan, rencana sirkulasi dan rencana angkutan umum; 
(2) Rencana sistem transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengembangan jalan lingkar (ring road) yang terdiri dari jalan lingkar Utara - Barat, jalan lingkar Utara – Timur, jalan lingkar Timur – Selatan dan jalan lingkar Barat – Selatan;
(3) Rencana sirkulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana jaringan jalan lingkar luar (outer ring road);
(4) Rencana angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk dapat melayani jalur-jalur utama kota dan dapat mencapai berbagai lokasi utama kota.
Pasal  28
(1) Sistem transportasi laut yang ada di Kota Bima meliputi pelabuhan bongkar muat dan pelabuhan penumpang;
(2) Pelabuhan bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk memotong jalur distribusi barang kearah pulau Sulawesi, Kalimantan dan NTT, terutama bagi komoditi yang dihasilkan oleh wilayah Kota Bima;
(3) Pelabuhan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada perbaikan sistim regulasi penyebrangan, seperti pengaturan waktu seberang jenis kapal dan jenis kendaraan;

(4) Pengembangan pelabuhan nelayan diarahkan pada kegiatan penataan kualitas kawasaan dermaga beserta fasilitas pendukungnya.

Pasal  29
(1) Pengendalian pembangunan pada berbagai kawasan harus di lakukan secara ketat dan terpadu;
(2) Pengendalian secara ketat dan terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kawasan pusat Kota, kawasan industri, kawasan sepanjang jalan utama diluar pusat Kota, Kawasan permukiman dan kawasan ruang terbuka hiaju;

(3) Pengendalian kawasan pusat kota sebagaimana dimaksud ayat (2) di prioritaskan untuk pengembangan fasilitas umum dan komersial skala kota dan regional;

(4) Pengendalian kawasan industri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara ketat dengan tetap mempertahankan lokasi industri dan pergudangan yang telah ada yaitu disekitar Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Santi;
(5) Perubahan penggunaan lahan dalam kawasan industri dan pergudangan untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diijinkan sampai 10 % saja dari luas lahan yang tersedia;
(6) Perubahan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya diperuntukan untuk kegiatan penunjang industri seperti perdagangan, fasilitas peribatan dan lain-lain;
(7) Pengendalian kawasan sepanjang jalan utama diluar pusat Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tetap memperhatikan fungsi utama eksistingnya adalah untuk perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, militer, peribatan, kesehatan, permukiman penduduk dan sebagian lahan pertanian dan tegalan;

(8) Lahan permukiman, lahan pertanian dan tegalan sebagaimana dimaksud ayat (7) boleh dialih fungsikan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan ketentuan tidak lebih dari 70 %  dari luas lahan yang ada;
(9) Kawasan sepanjang jalan utama diluar pusat kota sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi jalan raya Jatiwangi, jalan ke Kolo, jalan Gatot Subroto, jalan Ir. Sutami dan jalan Raya Kumbe;
(10) Pengendalian  Kawasan Permukiman yang terletak dijalan utama dengan ketentuan peralihan penggunaan tanah dari kawasan permukiman menjadi kawasan komersial ditetapkan maksimum 40% dari luas yang ditetapkan;
(11) Pengendalian kawasan permukiman yang tidak terletak pada jalan utama kota (jalan lokal dan lingkungan) dengan ketentuan  perubahan penggunaan lahan dari perumahan untuk fasilitas umum ditetapkan sampai 20% dari tanah yang tersedia;
(12) Permukiman yang mempunyai ciri khusus dan nilai sejarah mutlak tidak boleh dialih fungsikan menjadi kegiatan lain;

(13) Pengendalian Kawasan Ruang hijau terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) mutlak tidak boleh ada perubahan fungsi.

Bagian keempat

Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 30
(1) Rencana pengembangan wilayah prioritas  Kota Bima meliputi Wilayah yang memiliki pertumbahan tinggi, wilayah yang pertumbuhannya perlu didorong atau dipacu dan Wilayah yang memerlukan penanganan secara intensif;
(2) Wilayah yang memiliki pertumbuhan tinggi yaitu dibagian Wilayah Timur pusat kota, sebelah selatan pusat kota, sebelah utara pusat kota;
(3) Wilayah yang pertumbuhannya perlu didorong atau dipacu yaitu wilayah sebelah utara pusat kota (Kelurahan Kolo, Jatibaru, Ntobo), wilayah yang berada disebelah  Timur bagian selatan (Kelurahan Lampe, Kumbe dan Nitu);

(4) Wilayah yang memerlukan penanganan secara intensif meliputi wilayah yang rawan seperti wilayah yang berada disekitar bantaran sungai, kawasan rawan genangan dan perkampungan yang padat ataupun wilayah yang mudah menimbulkan konflik guna tanah.

BAB  VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Koordinasi Penataan Ruang
Pasal 31
(1) Rencana Tata Ruang yang telah disusun harus dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan;
(2) Dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Pokja-pokja Pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap ruang

Pasal 32
Dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal 21` ayat (1) ditetapkan pedoman pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;

c. Pemanfaatan secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;

d. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang dinamis;

e. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya.

Bagian Kedua
Pengendalian pemanfaatan Ruang

Pasal 33
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 34
1. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kota yang dibentuk dengan keputusan Walikota.
2. TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

3. Tatacara pelaporan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 35
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. Peringatan dan/atau teguran;

b. Penghentian sementara pelayanan adaministratif;

c. Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan/atau pamanfaatan ruang;

d. Pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

e. Pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang;

f. Pengenaan benda adminstrasi.

2. Pejabat yang memberikan ijin dan/atau mempergunakan ruang bertentangan dengan peruntukannya dikenakan sanksi adminstrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 36
1. Setiap orang  yang melanggar  ketentuan  pasal – pasal dalam Peraturan Daerah ini dipidana  dengan pidana kurungan  paling  lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak  Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Tindak  pidana  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) adalah pelanggaran;
3. Pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila  dilakukan  oleh dan/atau atas nama Badan Hukum, tuntutan dan sanksi pidana dikenakan  kepada pengurusnya, baik sendiri –sendiri maupun bersama-sama.
4. Pelanggaran  atas ketetuan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang mengakibatkan pencemaran  dan rusaknya lingkungan hidup dikenakan pidana sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku dibidang  pengelolaan  Lingkungan Hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37
1. Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai  Negeri Sipil di lingkungan  pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang –undangan  yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang.

a. menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menahan tanda pengenal dari tersangka;

d. Melakukan menyitaan benda dan atau surat;

e. Memotret dan mengambil sidik jari tersangka;

f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui memberitahu hak tersebut kepada penuntut umum/tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara dalam setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Pemasukan rumah;

c. Penyitaan benda;

d. Pemeriksaan surat;

e. Pemeriksaan ditempat kejadian;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 39
Ketentuan mengenai perencaan dan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perkembangan program pembangunan wilayah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
(1) Ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan Walikota.

(2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini.

Pasal  41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 7 Pebruari 2007
WALIKOTA BIMA,
M. NUR A. LATIF
Diundangkan di Raba-Bima

pada tanggal 7 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
MARYONO NASIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2007 NOMOR 7.
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR               TAHUN 2007
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KOTA BIMA
UMUM

1. Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan  secara optimal agar dapat  menjadi wadah  bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang  berkualitas.
2. Pancasila merupakan dasar Negara  dan falsafah Negara yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan,baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan undang – undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
3. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan  kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya,haruslah mengenal batas dan sistemnya.Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Nusa tenggara barat meliputi 3 matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

4. Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat  sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri berbagai ruang wilayah masing –masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek  alamiah(fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkan kselarasan, keseimbagan sub sistem,yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub sistem yang satu akan perpengaruh kepada sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan  suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakterristi ruang menetukan macam dan tingkat kegitan manusia, sebaliknya kegitan manusia dpat merubah, membentuk dan mewujudkan rung dengan segala unsurnya.kecepatan perkembagan manusia sering kali tidak segara tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang., hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segara terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemukinan perkembangan selama kurng waktu tertentu
5. Ruang wilayah Nusa Tenggara Barat, terbagi habis menjadi wilayah kabupaten dan kota yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri dari satuan –satuan ruang yang disebut dengan kawasan.dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantra berbagai kawasan tersebut sering terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidak seimbangan pembanguna antar wilayah. Oleh karena itu, rencana tataruang wilayah, secar teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan  kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan sitas antara kawasan dalam rangka meningkatkan  kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
6. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumberdaya alam meneral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan adminstrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan  ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat didalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kota Bima.
7. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi Negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakan dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (Responsive Planning), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preverensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi, kedua, hak masyarakat untuk didengar (The Right to be heard). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karna penerapannya menunjukan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan / perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan / perbuatan Pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur adminstrasi Negara, dipihak lain dapat menunjang Pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu Pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputasan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara Pemerintah dan Rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
8. Secara Normatif , perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakt dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi Aparatur Pemerintah termasuk didalamnya administrasi Negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

9. Berdasarkan kajian diatas, maka kegiatan penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Bima perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara Nasional, oleh karena itu peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah bukan sekedar melihat batas kopetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula dampaknya terhadap Daerah lain atau kepentingan Nasional secara keseluruhan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

· Manfaat artinya perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah dilakukan secara optimal, berhasilguna dan berdaya guna, yang etrcermin dalam penentuan fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan;

· Seimbang dan serasi artinya RTRW Kota Bima disusun dengan memperhatikan prinsip keseimbangan sebagai kawasan yang memiliki keulikan serta karakter sebagai wilayah kepulauan; dan keserasian fungsi dan intensitas dalam pemanfaatan ruang wilayah;

· Lestari artinya pemanfaatan ruang dilakukan secara bijak sehingga mutu ruang dapat ditingkatkan dengan cara mempertahankan kualitas ruang, serta memelihara kualitas ruang dan lingkungan agar terhindar dari kemersotan;

· Keterpaduan yaitu mengintegrasikan perencanaan dari berbagai kawasan, sektor, dan wilayah dalam pengelolaan RTRW Daerah Kota Bima menjadi kebijakan yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan (Stake Holders). Keterpaduan dilakukan mulai dari perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang.

· Transparan artinya proses penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan secara terbuka, dengan memperhatikan obyektivitas, penguasaan berbagai keahlian serta memperthatikan preverensi masyarakat. Hasil dari perencanaan Tata Ruang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

· Partisipatif artinya proses penyusunan dan peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah, perlu dilakukan pelibatan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme secara hakiki (genuine) serta memperhatikan prinsip keterwakilan.

· Pertanggung jawaban artinya proses penyusunan, perancangan, pengundangan dan pelaksanaan RTRW Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan;

· Persamaan dan perlindungan hukum artinya setiap orang memiliki persamaan Hak dan perlindungan hukum yang sama terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksaan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Bima;
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Alih fungsi lahan pertanian di ijinkan dengan catan nilai ekonomi yang ada lebih tinggi atau untuk kebutuhan mendesak pada lahan sawah tadah hujan.
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